
BUPATI PACITAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 96 TAHUN 2 0 2 0 

TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN T E R T I B 

ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

PARTAI POL IT IK KABUPATEN PACITAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E S A 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan ber lakunya Peraturan Menter i Dalam Negeri 
Nomor 36 T a h u n 2018 tentang Pedoman Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD dan Tertib 
Admin i t ras i Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Ban tuan Keuangan Partai 
Polit ik, maka Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 2 Tahun 2015 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan 
B a n t u a n Keuangan Partai Pol i t ik Kabupaten Pacitan yang telah 
d iubah dengan Peraturan Bupa t i Pacitan Nomor 59 t a h u n 
2015 t idak sesuai lagi dan per lu d igant i ; 

b bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana d imaksud 
pada h u r u f a dan guna kelancaran serta tert ib admin i t ras i 
pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban 
penggunaan ban tuan keuangan Partai Polit ik Kabupaten 
Pacitan, maka per lu menetapkan Peraturan Bupat i tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib 
Adminis t ras i Pengajuan, Penyaluran dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Ban tuan Partai Politik 
Kabupaten Pacitan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Polit ik 
sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 2 0 1 1 ; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana te lah d iubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 T a h u n 2019; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemil ihan 
U m u m Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah sebagaimana telah beberapa ka l i d iubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten / Kota; 

6. Peraturan Pemerintah nomor 5 T a h u n 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Pol it ik sebagaimana telah d iubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018; 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 T a h u n 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 

8. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk H u k u m Daerah sebagaimana 
telah d iubah dengan Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018; 

9. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
da lam APBD, dan ter t ib Admin is t ras i Pengajuan,Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Polit ik; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA 
PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN T E R T I B 
ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 
PARTAI POL IT IK KABUPATEN PACITAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupa t i i n i yang d imaksud dengan : 
1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan 
2. Bupa t i adalah Bupa t i Pacitan. 
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya dis ingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan. 
4. Partai Polit ik adalah Partai Pol it ik Peserta Pemilu d i Kabupaten Pacitan. 
5. Komisi Pemil ihan U m u m yang d is ingkat KPU adalah Komisi Pemil ihan U m u m 

Kabupaten Pacitan. 
6. Dewan P impinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya dis ingkat DPC atau 

sebutan la innya adalah Pengurus Partai Pol it ik d i t ingkat Kabupaten yang d i 
te tapkan berdasarkan has i l keputusan musyawarah cabang atau sebutan 
la innya yang d i te tapkan oleh Dewan P impinan Daerah Partai Politik. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dis ingkat APBD 
adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan; 

8. B a n t u a n keuangan adalah ban tuan keuangan yang bersumber dar i APBD 
Kabupaten Pacitan yang d iber ikan secara Proporsional kepada parta i po l i t ik 
yang mendapatkan k u r s i d i DPRD yang penghi tungannya berdasarkan 
j u m l a h Perolehan Suara. 



9. Pendidikan po l i t ik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, 
kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara da lam keh idupan 
berbangsa dan bemegara. 

BAB I I 

PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 2 
(1) Ban tuan keuangan kepada Partai Polit ik d i ber ikan oleh Pemerintah Daerah 

setiap t ahunnya . 
(2) Partai po l i t ik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang 

mendapatkan k u r s i d i DPRD. 
(3) Ban tuan keuangan sebagaimana d i maksud pada ayat (1) d iber ikan secara 

proporsional yang penghi tungannya berdasarkan j u m l a h perolehan suara. 

Pasal 3 

(1) Ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud pada Pasal 2 ayat (1) bersumber 
dar i APBD. 

(2) Besarnya ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud ayat (1) 
penghi tungannya berdasarkan pada j u m l a h perolehan suara sah hasi l Pemilu 
DPRD T a h u n 2019. 

(3) J u m l a h perolehan suara has i l Pemilu DPRD sebagaimana d imaksud pada 
ayat (2) d idasarkan pada has i l penghi tungan suara sah Pemilu DPRD yang d i 
te tapkan oleh KPU. 

Pasal 4 

(1) Besaran n i l a i ban tuan persuara yang mendapatkan k u r s i d i DPRD 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 2 ayat (2) berdasarkan pada hasi l 
penghi tungan j u m l a h ban tuan keuangan APBD T a h u n Anggaran sebelumnya 
dibagi dengan j u m l a h perolehan suara has i l pemi lu DPRD bagi Partai Polit ik 
yang mendapatkan k u r s i periode sebelumnya. 

(2) Besaran n i l a i ban tuan keuangan kepada parta i po l i t ik yang mendapatkan 
k u r s i d i DPRD sebagaimana d imaksud da lam ayat (1) sebesar Rp 3.195,00 
(tiga r i b u sembi lan p u l u h l ima rupiah) per suara sah. 

BAB I I I 

PENGANGGARAN DALAM APBD 

Pasal 5 
Ban tuan keuangan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan 
setiap t a h u n dalam jenis belanja h i bah berupa b a n t u a n keuangan kepada Partai 
Politik. 

BAB IV 

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 6 
(1) Pengurus Partai Polit ik mengajukan surat permohonan ban tuan keuangan 

Partai Pol it ik kepada Bupa t i dengan tembusan Ketua KPU dan Kepala Badan 
Kesatuan Bangsa dan Polit ik. 

(2) Surat permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tanda tangani oleh 
ketua dan sekretaris Partai Polit ik. 



(3) Surat permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat (2) menggunakan kop 
surat dan cap stempel par ta i po l i t ik serta me lampi rkan sebanyaknya dua (2) 
rangkap kelengkapan admin i t ras i berupa : 
a. Surat Keputusan DPP Partai Polit ik yang menetapkan susunan 

kepengurusan DPC Partai Pol i t ik t ingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh 
Ketua U m u m dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Polit ik atau sebutan 
la innya atau d i legalisir berdasarkan ke tentuan AD/ART masing-masing 
Partai Politik; 

b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
c. Surat keterangan autent i f ikas i hasi l penetapan perolehan kurs i dan suara 

Partai Pol it ik has i l Pemil ihan U m u m DPRD yang dilegalisir oleh Ketua atau 
Sekretaris Komisi Pemil ihan U m u m Kabupaten. 

d. Nomor rekening kas u m u m Partai Pol it ik yang d i b u k t i k a n dengan 
pemyataan pembukaan rekening dar i bank yang bersangkutan; 

e. Rencana penggunaan dana ban tuan keuangan Partai Polit ik d ipr ior i taskan 
u n t u k pendid ikan pol i t ik . 

f. Laporan realisasi pener imaan dan pengeluaran ban tuan keuangan yang 
bersumber dar i APBD t a h u n anggaran sebelumnya yang telah diperiksa 
oleh BPK; dan 

g. Surat pemyataan ke tua parta i po l i t ik yang menyatakan bertanggung jawab 
secara formi l dan mater i i l da lam penggunaan anggaran bantuan keuangan 
parta i po l i t ik dan bersedia d i t u n t u t sesuai Peraturan Perundang-undangan 
apabila member ikan keterangan yang t idak benar yang d i tanda tangani 
Ketua, Sekretaris dan Bendahara a tau sebutan la innya di atas materai 
dengan menggunakan kop surat par ta i po l i t ik , sebagaimana tersebut 
da lam Lampiran I yang merupakan bagian t idak terp isahkan dar i 
Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 7 

Dalam ha l parta i po l i t ik t idak mengajukan permohonan bantuan keuangan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6 pada t a h u n anggaran berjalan, bantuan 
keuangan yang bersumber dar i APBD t idak dapat d iber ikan. 

BAB V 
V E R I F I K A S I KELENGKAPAN ADMINITRASI 

Pasal 8 

(1) Verif ikasi kelengkapan admin is t ras i sebagaimana d imaksud dalam Pasal 6 
d i l akukan oleh t i m Verif ikasi Kelengkapan Admin i t ras i Pengajuan 
Permohonan Ban tuan Keuangan Partai Pol it ik t ingkat Kabupaten. 

(2) Keanggotaan t i m verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) t e rd i r i dari ; 
a. Badan Kesatuan Bangsa dan Polit ik Kabupaten Pacitan; 
b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pacitan; 
c. Inspektorat; 
d. Bagian H u k u m Sektetariat Daerah; dan 
e. KPU. 

(3) T im verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d ike tua i oleh Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa dan Polit ik Kabupaten Pacitan. 

(4) Pembentukan T im Verif ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) d i tetapkan 
dengan Keputusan Bupat i . 

(5) Biaya verif ikasi kelengkapan admin is t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat 
(1) d ibebankan pada APBD. 



Pasal 9 

(1) Hasi l verif ikasi kelengkapan admin is t ras i permohonan bantuan keuangan 
parta i po l i t ik t ingkat Kabupaten d ibuat da lam berita acara. 

(2) Format ber i ta acara hasi l veri f ikasi sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tersebut da lam Lampi ran 11 yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 10 

T i m verif ikasi t ingkat kabupaten menyampaikan ber i ta acara hasil verif ikasi 
par ta i po l i t ik t ingkat Kabupaten kepada Bupa t i dengan melampirkan 
kelengkapan persyaratan admin is t ras i permohonan bantuan keuangan parta i 
pol i t ik . 

BAB V I 

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 11 
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan atas persetujuan Bupat i 
menya lurkan ban tuan keuangan ke rekening kas u m u m Partai Politik t ingkat 
Kabupaten dengan me lampi rkan berita acara has i l verifikasi kelengkapan 
administras i . 

Pasal 12 

(1) Ketua atau sebutan la in par ta i po l i t ik t ingkat Kabupaten menyampaikan 
tanda b u k t i penerimaan ban tuan keuangan yang d i sa lurkan sebagaimana 
d imaksud dalam Pasal 11 kepada Bupa t i me la lu i Pejabat Pengelolaan 
Keuangan Daerah Kabupaten. 

(2) Penyampaian tanda b u k t i sebagaimana d imaksud pada ayat (1) disertai 
dengan penandatanganan berita acara serah ter ima ban tuan keuangan. 

(3) Format berita acara serah te r ima sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
sebagaimana tersebut pada Lampiran I I I yang merupakan bagian yang t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

BAB V I I 

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 13 
(1) Ban tuan keuangan kepada parta i po l i t ik d ipr ior i taskan u n t u k melaksanakan 

pendid ikan po l i t ik bagi anggota parta i po l i t ik dan masyarakat. 
(2) Selain d i gunakan u n t u k melaksanakan pendid ikan pol i t ik sebagaimana 

d imaksud ayat (1), ban tuan keuangan kepada par ta i po l i t ik juga d igunakan 
u n t u k operasional sekretariat par ta i pol i t ik . 

(3) Kegiatan pendid ikan po l i t ik sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
d i laksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur 
mengenai pendid ikan pol i t ik . 

(4) Kegiatan pendid ikan po l i t ik sebagaimana d imaksud pada ayat (3), antara la in 
berupa: 
a. seminar; 
b. lokakarya; 
c. dialog interakt i f ; 
d. sarasehan; 
e. workshop; dan 



f. kegiatan pertemuan parta i po l i t ik la innya sesuai dengan tugas dan fungsi 
par ta i pol i t ik . 

Pasal 14 

(1) Kegiatan pendid ikan po l i t ik be r tu juan u n t u k : 
a. meningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam keh idupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bemegara; 
b. meningkatan part is ipasi po l i t ik dan in is ia t i f masyarakat dalam keh idupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan 
c. meningkatan kemandi r ian , kedewasaan dan membangun karakter bangsa 

dalam rangka memel ihara persatuan dan kesatuan bangsa. 
(2) Pendidikan po l i t ik sebagaimana d imaksud pada ayat (1) berka i tan dengan 

kegiatan: 
a. pendalaman mengenai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia ; 
b. pemahaman mengenai hak -hak dan kewajiban warga Negara Indonesia 

da lam membangun et ika dan budaya pol i t ik ; dan 
c. pengkaderan anggota parta i po l i t ik secara berjenjang dan berkelanjutan. 

(3) Kegitan pendid ikan po l i t ik sebagaimana d imaksudkan pada ayat (1) 
d i laksanakan dengan memperhat ikan keadi lan dan kesetaraan gender u n t u k 
membangun et ika budaya po l i t ik sesuai dengan Pancasila. 

(4) Jenis pengeluaran kegiatan pendid ikan par ta i po l i t ik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) me l iput i : 
a. pembayaran honora r ium; 
b. pembayaran t ransport kegiatan; 
c. akomodasi dan konsumsi ; dan 
d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan. 

Pasal 15 

Kegiatan operasional sekretariat par ta i po l i t ik sebagaimana d imaksud dalam 
Pasal 13 ayat (2) berka i tan dengan : 
a. adminis t ras i u m u m ; 
b. berlangganan daya dan jasa; 
c. pemel iharaan data dan arsip; dan 
d. pemel iharaan peralatan kantor 

BAB VI I I 
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN PENGGUNAAN 

BANTUAN KEUANGAN 

Pasal 16 

Partai Polit ik membuat p embukuan dan memel ihara b u k t i penerimaan dan 
pengeluaran atas dana ban tuan keuangan. 

Pasal 17 

(1) Partai Polit ik wajib membuat laporan pertangungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang bersumber dar i dana ban tuan APBD. 

(2) Laporan pertangungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (1) terd i r i dar i 
rekapi tu las i realisasi pener imaan dan belanja bantuan keuangan parta i 
po l i t ik dan r inc ian realisasi belanja dana ban tuan keuangan parta i po l i t ik per 
kegiatan. 



(3) Format laporan pertangungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (2) 
sebagaimana tersebut pada Lampi ran IV yang merupakan bagian t idak 
terp isahkan dar i Peraturan Bupa t i i n i . 

Pasal 18 

Partai Polit ik wajib menyampaikan laporan pertangungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang bersumber dar i dana APBD pal ing lambat 1 (satu) 
bu l an setelah t a h u n anggaran berakhir Kepada Badan Pemeriksan Keuangan 
u n t u k d i l akukan pemeriksaan. 

Pasal 19 

Partai Polit ik wajib menyampaikan laporan pertangungjawaban penerimaan dan 
pengeluaran keuangan yang bersumber dar i APBD secara berkala 1 (satu) t ahun 
sekali kepada Bupa t i setelah diper iksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan 
sebagaimana d imaksud da lam Pasal 18. 

Pasal 2 0 

(1) Laporan pertangungjawaban sebagaimana d imaksud dalam Pasal 19 
d isampaikan oleh ketua atau sebutan la in par ta i po l i t ik t ingkat Kabupaten 
kepada Bupat i . 

(2) Laporan pertangungjawaban sebagaimana d imaksud pada ayat (1) 
d isampaikan pal ing lambat 1 (satu) bu l an setelah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan. 

Pasal 21 

Laporan pertangungjawaban sebagaimana d imaksud dalam Pasal 20 terbuka 
u n t u k d ike tahu i masyarakat. 

Pasal 22 

Partai Polit ik yang melanggar ke tentuan sebagaimana d imaksud dalam Pasal 20 
dikenai sanksi admin is t ra t i f berupa penghentian ban tuan keuangan dar i APBD 
da lam T a h u n Anggaran berkenaan sampai laporan d i ter ima oleh Bupat i . 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 23 

(1) Ban tuan keuangan kepada parta i po l i t ik d iber ikan sampai dengan 
d i resmikannya keanggotaan DPRD hasi l pemi lu yang baru . 

(2) Ban tuan keuangan kepada par ta i po l i t ik d iber ikan t e rh i tung sejak 
d i resmikannya keanggotaan DPRD. 

(3) J u m l a h ban tuan keuangan yang d i ter ima par ta i po l i t ik sebagaimana 
d imaksud pada ayat (1) d i h i t u n g secara proporsional berdasarkan rentang 
wak tu sampai dengan be rakh imya masa keanggotaan DPRD. 

(4) J u m l a h ban tuan keuangan yang d i ter ima par ta i po l i t ik sebagaimana 
d imaksud pada ayat (2) d i h i tung secara proporsional mu la i sejak 
d i resmikannya keanggotaan DPRD sampai dengan sisa w a k t u t ahun 
anggaran berkenaan. 



Pasal 24 

(1) Dalam ha l terdapat parta i po l i t ik yang baru memperoleh kurs i d i DPRD di 
Tahun Anggaran berkenaan, u n t u k mengajukan surat permohonan bantuan 
keuangan Partai Polit ik sebagaimana d imaksud da lam Pasal 6. 

(2) Surat permohonan ban tuan keuangan Partai Pol it ik sebagaimana d imaksud 
pada ayat (1) ha rus melengkapi persyaratan administras i . 

(3) Kelengkapan adminis t ras i sebagaimana d imaksud pada ayat (2) kecuali 
laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang 
bersumber dar i APBD t a h u n anggaran sebelumnya. 

Pada saat Peraturan Bupat i i n i m u l a i ber laku, maka Peraturan Bupat i Pacitan 
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertangungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 
Partai Polit ik Kabupaten Pacitan yang telah d iubah dengan Peraturan Bupat i 
Pacitan Nomor 59 t a h u n 2015 d icabut dan t idak ber laku lagi. 

Peraturan Bupa t i i n i mu la i ber laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 
Bupat i i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kabupaten Pacitan. 

B A B X 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 

Pasal 26 

Dite tapkan d i Pacitan 
Pada tanggal 30 - 1 12 - 2020 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 
Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 30 - 12 - 2 0 2 0 

S E K R E T A R I S DAERAH 
KABUPAtBN PACITAN 

Dr. Ir. H E R U WIWOHO SP, M.SI 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19670716 199202 1 002 

B E R I T A DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 96 



LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 96 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN T E R T I B 
ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POL IT IK KABUPATEN PACITAN. 

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN 

KOP SURAT PARTAI POL IT IK 

SURAT PERNYATAAN 

Yang bertanda tangan d ibawah i n i : 

1. Nama 
Jabatan 
Alamat 

2. Nama 
Jabatan 
Alamat 

Ketua U m u m / Ketua 

Sekretaris U m u m / Sekretaris 

Dengan i n i menyatakan bahwa : 
1. Kami bertangung jawab secara formi l dan mater i i l da lam penggunaan 

anggaran ban tuan keuangan Partai Polit ik. 
2. Kami bersedia d i t u n t u t sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila 

member ikan keterangan yang t idak benar terhadap kelengkapan 
adminis t ras i ban tuan dana Partai Polit ik Tahun Anggaran yang kami 
sampaikan. 

Demik ian surat pemyataan i n i k a m i bua t u n t u k d ipergunakan sebagaimana 
mestinya. 

DPP/DPD/DPC 
PARTAI 

SEKRETARIS BENDAHARA 

Mengetahui 
KETUA UMUM/KETUA 

( ) 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



LAMPIRAN I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 96 TAHUN 2 0 2 0 
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA D A E R A H DAN T E R T I B 
ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POL IT IK KABUPATEN PACITAN. 

CONTOH FORMAT B E R I T A ACARA HASIL V E R I F I K A S I 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI 

B E R I T A ACARA HASIL V E R I F I K A S I 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEPADA PARTAI 

Pada har i i n i Tanggal Bu lan 

Tahun , T im Verif ikasi Kelengkapan Adminis t ras i Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Pol it ik yang d i ben tuk berdasarkan Keputusan Bupat i 
Nomor Tahun Tanggal , te lah melaksanakan verifikasi 
persyaratan admin is t ras i b a n t u a n keuangan Partai Pol it ik t a h u n yang telah 
d ia jukan oleh DPD / DPC 

Berdasarkan has i l Verif ikasi Kelengkapan Adminis t ras i Ban tuan Keuangan 
Kepada Partai Polit ik, T im menyatakan bahwa Partai te lah memenuhi 
persyaratan u n t u k mendapatkan ban tuan keuangan dar i Pemerintah Kabupaten 
Pacitan yang d idasarkan pada has i l perolehan suara pada Partai Polit ik yang 
mendapatkan k u r s i d i DPRD Kabupaten Pacitan pada Pemil ihan U m u m Tahun 
2019 sebanyak suara sah X Rp = Rp 

Demik ian Beri ta Acara Hasi l Verif ikasi Kelengkapan Administras i Ban tuan 
Keuangan kepada Partai i n i , d ibuat u n t u k dapat d ipergunakan 
sebagaimana mestinya. 

T IM VERIFIKASI KELENCKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANCAN 
KEPADA PARTAI POLITIK 

1 Ketua 
2 Sekretaris 
3 Anggota 
4 Anggota 
5 Anggota 
6 Anggota 
7 Anggota 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



LAMPIRAN I I I 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 96 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN T E R T I B 
ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POL IT IK KABUPATEN PACITAN. 

CONTOH FORMAT B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A BANTUAN KEUANGAN 

PARTAI POL IT IK 

B E R I T A ACARA S E R A H T E R I M A BANTUAN KEUANGAN PARTAI POL IT IK 

NOMOR : 

Pada har i i n i Tanggal Bu l an Tahun yang bertanda tangan 
d ibawah i n i : 

1. Bupat i Pacitan a tau pejabat yang d i t u n j u k atas nama Pemerintah 
Kabupaten selanjutnya disebut p ihak pertama. 

2. Ketua dan Bendahara DPC Partai Kabupaten Pacitan atau sebutan 
la in selanjutnya disebut p ihak kedua. 

Dengan i n i menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan 
Keuangan Partai Pol it ik Tahun kepada DPC Partai Kabupaten 
Pacitan 
sejumlah Rp (....) dan Pihak Kedua mener ima ban tuan keuangan tersebut 
dar i Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan, 
mela lui Rekening Bank DPC Partai Kabupaten Pacitan. 

Berita Acara serah ter ima i n i d inyatakan sah setelah copy Surat Perintah 
Membayar (SPM) Ciro Bank/Sura t Perintah Pencairan Dana (SP2D) dar i Dinas / 
Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Pacitan mela lui rekening 
u m u m daerah oleh DPC Partai Pol it ik yang bersangkutan. 

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA 

DPC PARTAI BUPATI PACITAN 
KETUA 

BENDAHARA 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



LAMPIRAN IV 
PERATURAN BUPATI PACITAN 
NOMOR 96 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN T E R T I B 
ADMINITRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABANPENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI 
POL IT IK KABUPATEN PACITAN. 

CONTOH FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POL IT IK 

KOP SURAT PARTAI POL IT IK 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 
BANTUAN KEUANGAN PARTAI P O L I T I K 

TAHUN ANGGARAN 

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan 
par ta i po l i t ik sebesar Rp , yang te lah diperiksa Badan Pemeriksa 
Keuangan pada tanggal bu l an t a h u n sebagai ber ikut : 

NO JENIS PENGELUARAN JENIS 
KEGIATAN 

VOLUME REALISASI 
KEGIATAN (RP) R E T 

1 

1 2 3 4 5 6 
A PENDIDIKAN POLITIK 

Sesuai dengan tugas dan 
fungsi parta i po l i t ik serta 
peraturan perundang-
undangan yang 
mengatur mengenai 
pendid ikan po l i t ik 

1 

1 
! 

i 
i 

j 

B OPERASIONAL SEKRETARIAT i 

1. Adminis t ras i U m u m 
a. Keperluan ATK; 
b. Rapat Interna l 

Sekretariat; 
c. Perjalanan Dinas 

Da lam Rangka 
Pelaksanaan Tugas 
dan Fungsi Partai 
Polit ik; 

d. Transport da lam 
rangka mendukung 
kegiatan operasional 
Sekretariat; 

e. Pengadaan 
inventar is berupa 
peralatan kantor , 
antara la in berupa : 
furn i ture , komputer , 
mesin fotokopi; 

f. Sewa Kantor; a tau 

j 

i 

1 

i 

i 

i 

i 
1 
i 
1 . 

i 

j 

i 

i 

i 

[ 

1 

! 

i 

i 

1 



NO JENIS PENGELUARAN JENIS 
KEGIATAN 

VOLUME 
KEGIATAN 

REALISASI 

1 2 3 4 5 
g. Honor Tenaga 

Adminis t ras i 
Q p U r - p f o - p i o f Partai 
Pol it ik yang 
Berkopeten d i 
Bidang Pengelolaan 
Keuangan 

2. Langganan Daya dan 
Jasa 
a. Telepon dan L istr ik ; 
b. Air M i n u m 

Sekretariat; 
r .lasa Pos dan Oiro" 
d. Surat menyurat ; 

a tau 
e. Media Cetak dan 

Elektronik . 
3. Pemeliharaan Data 

H S4 n A v<i.i TY 

a. Penyimpanan Data 
Elektronik ; dan 

b. Penyimpanan Data 
Manua l . 

4. Pemeliharaan 
Ppralatpin Kpintnr 
1 v . ! CXXCLLCXXX I V C L X X L X X X 

a. Penyimpanan Data 
Elektronik ; dan 

b. Penyimpanan Data 
Manua l . 

c SALDO i Rp. 

K E T 

Mengetahui : 
KETUA UMUM / KETUA BENDAHARA U M U M / BENDAHARA 

( ) ( 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 


